
   
 
 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 5 TAHUN 2010  

 
TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
 
Menimbang   :    a. bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu 

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sehingga 
Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat di Kota Surabaya; 

 
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota 
Surabaya telah menyediakan berbagai sarana pelayanan 
kesehatan atau fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Rujukan, 
Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling 
(Pusling) dan Laboratorium Kesehatan Daerah;  

  
c. bahwa atas pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas 

Rujukan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas 
Keliling (Pusling) dan Laboratorium Kesehatan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipungut retribusi 
pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya; 

 
d. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 sudah tidak sesuai 
lagi dengan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan saat ini, selain 
itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003, perlu ditinjau 
kembali; 

 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta dalam rangka 
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 
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Mengingat     :    1.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah  diubah dengan  Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran  Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3029); 

 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

 
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5063); 

 
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5072); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3258); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593) ; 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 
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12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 
tentang Laboratorium Kesehatan; 

 
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004  

tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

 
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 

tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar; 
 

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E); 

 
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 

 
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11  Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008  Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11). 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 

 

dan 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA. 

 
 

BAB   I 
KETENTUAN UMUM  

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 
1. Daerah adalah Kota Surabaya. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 

 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 
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4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan  Kota Surabaya. 
 

5.  Badan   adalah   sekumpulan   orang   dan/atau   modal   yang 
merupakan  kesatuan  baik  yang  melakukan  usaha  maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, firma,  kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  
organisasi  sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,  
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

 
6.  Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang 

dilaksanakan di Pusat Kesehatan masyarakat, Puskesmas 
Rujukan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos 
Kesehatan Kelurahan atau di Laboratorium Kesehatan Daerah. 

 
7.  Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan   

terhadap individu atau keluarga   dalam   masyarakat yang 
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, dokter umum atau dokter 
gigi. 

 
8.  Pelayanan   Kesehatan   Lanjutan   adalah pelayanan   kesehatan   

terhadap   individu atau   keluarga   dalam   masyarakat yang 
dilaksanakan  oleh  dokter  spesialis  atau dokter gigi spesialis. 

  
9.  Pelayanan  Kesehatan  Penunjang  adalah upaya  kesehatan yang 

diberikan oleh laboratorium medis, laboratorium kesehatan, kamar 
obat, sarana radiologi dan sarana kesehatan penunjang lainnya. 

 
10. Pelayanan Kesehatan Matra adalah bentuk khusus upaya 

kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang 
serba berubah maupun di lingkungan darat, laut dan udara, yang 
meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, 
serta kesehatan kedirgantaraan. 

 
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab 
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah 
kerja. 

 
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Rujukan yang selanjutnya disebut 

Puskesmas Rujukan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada 
Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab 
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah 
kerja yang dilengkapi dengan pelayanan spesialistik tertentu, 
pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan 
lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya. 
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13. Pusat Kesehatan Masyarakat  Pembantu yang selanjutnya disebut 
Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan 
yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu 
memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup 
wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan 
yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang 
tersedia. 

 
14.  Puskesmas Keliling (Pusling) adalah unit pelayanan kesehatan 

keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 
(empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan 
komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas, 
yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan 
kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum 
terjangkau pelayanan kesehatan. 

 
15.  Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap 

pengunjung Puskesmas, Puskesmas Rujukan, Puskesmas 
Pembantu untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, 
rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa 
perlu tinggal dalam ruang rawat inap. 

 
16.  Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan 

yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, 
rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada 
sarana kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus 
menginap. 

 
17.   Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
penunjang dalam bentuk pemeriksaan laboratorium klinik dan 
pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat yang 
melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap 
bahan yang berasal dari manusia atau bahan-bahan bukan 
berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab 
penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat mempengaruhi 
pada kesehatan perorangan dan masyarakat. 

 
18.  Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat 

lanjut yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi 
resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut. 

 
19.  Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan 
kesehatan oleh Puskesmas Rujukan, Puskesmas, Puskesmas 
Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pos Kesehatan 
Kelurahan (PosKesKel) dan Laboratorium Kesehatan Daerah 
serta pemberian Pelayanan Kesehatan Haji. 

 
 
 
 


